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ABSTRAK

Hukum waris dalam sejarah Islam, dalam perkembangannya mengalami
dialogisasi dengan sistem yang berlaku di masyarakat melalui pembentukan aturan
yang dikemas dalam ujaran dan ajaran Islam, yang terangkum di dalam firman Allah
swt. Terdapat banyak ayat-ayat di dalam al-Qur'an yang secara spesifik menjelaskan
konsepsi kewarisan bahkan jumlah pembagiannya. Atas dasar konsepsi pembagian
tersebut lalu hadir pemahaman bahwa ayat-ayat tentang kewarisan bersifat tetap
(gath'i) dan tidak perlu di tafsir ulang. Ajaran suatu teks yang tertuang begitu saja,
dalam hal ini nash yang membicarakan tentang model kewarisan, dengan kenyataan
bahwa Indonesia memiliki ciri khas dalam sistem kewarisannya, tidak dapat serta
merta begitu saja diterima atau dibiarkan seakan-akan tidak ada masalah. Sebab kelak
akan terjadi crash antara teori dengan kenyataan atau fakta di lapangan. Yang pada
akhirnya penulis mencoba menghadirkan dengan mencari jawaban yang lebih
objektif dan dinamis untuk menelaah kembali pembacaan terhadap ayat-ayat
kewarisan dengan menggali sebuah konsep baru yang dicetuskan oleh Ahmad Rajafi
melalui waris produktifnya. Karena masalah dalam metode penelitian adalah
kesenjangan antara teori dan fakta. Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut
menyangkut relavansi antara konsep waris produktif dengan model kewarisan di
Indonesia. Bahwa kewarisan produktif sekiranya relevan terhadap model kewarisan
di Indonesia ataukah tidak?

Konsep waris produktif tidak dapat dikatakan sempurna bila belum diuiji,
sebab Ahmad Rajafi sebagai pencetus istilah waris produktif sebatas melahirkan ide
tersebut atas dasar pembacaan terhadap wahyu yang diintegrasikan dengan sistem
budaya, belum melalui uji materi dari segi relevansi terhadap model kewarisan di
Indonesia. Untuk menguji relevansi konsep waris produktif setidaknya berupaya agar
model semacam ini dapat menjadi solusi yang terealisasi dalam wilayah aplikatif.
Untuk itu, melalui penelitian studi pustaka (library research) konsep waris produktif
akan dikaji melalui pisau analisa dengan pendekatan hukum, implementasi dan pola
distribusi terhadap penguatan ekonomi.

Cara memahami wahyu Allah agar responsif dengan budaya lokal Indonesia,
adalah melalui pemahaman bahwa al-Quran telah menjadi bagian dari kebudayaan
yang memiliki kontak dengan manusia yang juga bagian dari kebudayaan itu sendiri,
dengan cara tidak di dasarkan atas kehendak menguasai atau dikuasai, mempengaruhi
atau dipengaruhi, sakral atau profan, superior atau inferior, namun harus berlangsung
secara alamiah (at-Tadarruj) dengan saling mengisi dan memahami secara equal,
sehingga tidak ada lagi istilah budaya harus sesuai dengan al-Quran ketika
menciptakan budaya baru yang membawa kemaslahatan bagi semua, akan tetapi
keduanya harus seiring sejalan dengan dasar kemaslahatan itu sendiri. Hasilnya
adalah, bahwa ayat-ayat hukum lahir melalui proses komunikatif dengan model
tahmil, tahrim ataupun taghyir, dan hukum kewarisan lahir melalui model taghyir.
Oleh karenanya, keberlangsungan pembacaan ulang melalui model taghyir tidak
boleh berhenti pada satu masa dan satu tempat, akan tetapi dapat terus berlangsung
termasuk di Indonesia, dan konsep kewarisan produktif adalah salah satu produk yang
responsif dalam memecah masalah kewarisan Islam di Indonesia.

Kata Kunci: hukum waris, kewarisan produktif, pola distribusi



ABSTRACT

Inheritance law, studied from Islamic history has been gradually changing
and integrating into a society culture. It is formed in the Qur’an verses as the Islamic
guidance. There are many verses in Qur’an that specifically define about
inheritance concept. The most important dogma from the concept is how to
calculate the portions to each heir. Some of the verses are strictly decisive so there
is no need to be interpreted. These verses, as called as Nash, implicitly contained
about inheritance concept. On the other hand, Indonesia itself has also typical
cultural concept of inheritance that has been hereditary practiced since the age of
ancestor life. Indifferent attitude towards this gap cannot be accepted. Considering
the prevention of the crash between the theory and the empirical situation, as
mentioned. The author finally found out more objective and dynamic answer by re-
examining the verses I had read from Qur’an verses and drilling it through the new
concept from Ahmad Rajafi namely productive inheritance. Since the main issue of
the writing is the discrepancy between theory and fact, it is important to be deeply
and watchfully searched. Is the concept of inheritance from Ahmad Rajafi relevant?
Can it simply be accepted towards Indonesian inheritance concept?

The thought of productive inheritance is unreliable until it is examined. As
the first conceptor, Rajafi has only formulated the idea by observing the Nash and
integrated them into a culture system not yet passing the material test of the
relevance of Indonesian typical inheritance. However, the concept of productive
inheritance must be examined since it is aimed to be the applicable solution amongst
the society. Therefore, by the way of the library research, the concept will be
sharply analyzed through legal system approach, sociologically implementation
and economically empowering distribution.

To figure out how Qur’an can be responsive towards the Indonesian
traditional culture is by understanding that Qur’an is inseparable part from human
life moreover the cultural society. Qur’an rules that the allocation of inheritance
must not be based.on the carnality.of controlling inheritance, influencing each other,
talking about sacred and profane, nor about superiority and inferiority. Qur’an
regulates that the inheritance system must be natural and equal. It must naturally
supports the allocation inheritance system that happens in traditional society. In the
future, there.isno more forced adaptation when it comes-to solve one’s inheritance
between religious and traditional method. Both methods must work hand in hand
with one another. To conclude, the legal verses are processed by taghyir, tahmil
and tahrim. Inherintance law processed by taghyir. Tahgyir means experiencing
change from one era to the next era and from one place to another. Therefore, we
cannot stop reading, learning and discussing the verses as well as in Indonesia,
which country the inheritance law rapidly develops and changes. Productive
Inheritance is one of the responsive products that may solve the inheritance law
issue in Indonesia.

Key word: inheritance law, productive inheritance, distribution patterns
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Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam
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I.  Konsonan Tunggal

Huruf Latin

Nama

Huruf Arab Nama
f Alif
- Ba’
< Ta’
< Sa’
d Jim
d Ha®
C Kha’
4 Dal
. Zal
J Ra’
J Zai
o Sin
o Syin
o Sad

Tidak dilambangkan
b

t

Sy

tidak dilambangkan

be
te

es (dengan titik diatas)
je

ha (dengan titik di bawah) ka
dan ha

de

zet (dengan titik di atas)
er
zet
es

es dan ye

es (dengan titik di bawah)

viii




ol Dad
b Ta’
b2} 7a’
4 ‘Ain
d Gain
= Fa’
d Qaf
d Kaf
J Lam
¢ Mim
a Nin
3 Waw
P Ha’
& Hamzah
¢ Ya

de (dengan titik di bawah)
te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di bawah)
koma terbalik di atas

ge

ef

qi

ka

3

el

3

em
‘en
w

ha

apostrof

ye

Il. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

Sadaia

ditulis

ditulis

Muta’addidah

‘iddah

I1l. Ta’marbiitah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h




QR

ditulis

ditulis

Hikmah

jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya

b. Bila diikuti denga kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis h

el o¥Idal S

ditulis

Karamah al-auliya’

c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis tatau h

Jhilfsls

ditulis Zakah al-figri
IV. Vokal Pendek
S fathah ditulis a
o kasrah ditulis i
K dammah ditulis u
V. Vokal Panjang
1 | Fathah + alif Llala ditulis a . jahiliyyah




2 | Fathah + ya’ mati (sl ditulis a :tansa

3 | Kasrah + ya’ mati a S ditulis I @ karim

4 || Dammah + wawu mati =8 ditulis i furad

V1. Vokal Rangkap

1 | Fathah ya mati ditulis ai
ASi ditulis bainakum

2 || Fathah wawu mati ditulis au
Js ditulis qaul

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof
Al ditulis a’antum
e ditulis u'iddat
S ol ditulis la’in syakartum

VII1I. Kata sandang Alif + Lam

a. Dbila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan “1”

Ol A ditulis Al-Qur’an
Al ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)nya.
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s lawd) ditulis as-Sama’
Cad) ditulis asy-Syams
IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat
w2981 (5 93 ditulis Zawi al-furad
s dai ditulis Ahl as-Sunnah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam wacana kewarisan Islam berdasarkan pendekatan sejarah,
terdapat sebuah bangunan hukum mengenai model kewarisan ketika
perempuan di saat pra-Islam bak properti yang tidak mendapatkan hak apa-
apa baik sebagai anak, istri atau ibu, alih-alih mendapatkan warisan
perempuan menjadi bagian dari harta yang diwariskan. Ahli-ahli sejarah
memandang perlakuan semacam ini sebagai akibat dari sistem yang berlaku
dan berkembang turun-temurun menjadi sebuah kebiasaan atau tradisi.
Kejadian seperti itu terus terjadi sampai ajaran Islam datang melalui
perantara Muhammad saw. Ajaran Islam membawa hawa sejuk berupa
agama yang memuliakan kaum perempuan, tak terkecuali menyangkut

permasalahan kewarisan.*

Satu hal yang perlu dicermati bahwa pola dinamis suatu kebudayaan
merupakan tolak ukur terbangunnya dialektika dalam menanggapi suatu
perubahan, baik yang bersinggungan dengan ideologi, geografi maupun
zaman yang terus berkembang dalam melakukan penyesuaian. Komunikasi
semacam ini merupakan gambaran yang mencerminkan bahwa unsur baru

yang muncul akan mengalami proses dialog, baik yang berhubungan dengan

L A. Syalabi, Sejarah dan Kebudayaan Islam (Jakarta: Al Husna Zikra, 1997), him. 73.



persinggungan dominasi antara unsur baru dan unsur lama yang disebut
dengan akulturasi, ataupun penyelarasan dengan memanfaatkan keterkaitan
antara satu sama lain dengan membangun kolaborasi yang melahirkan
bentuk yang baru (simbiosis mutualism), namun tidak menegasi unsur yang
lama yang disebut dengan inkulturasi. Islam yang datang sebagai ajaran
“baru” pada masanya akan dihadapkan dengan sistem yang berlaku, yang
dianut sebagai sebuah tradisi bagi masyarakatnya, termasuk yang berkaitan

dengan proses waris mewarisi yang telah digambarkan di awal pembukaan.

Hukum waris dalam sejarah Islam, kemudian dalam
perkembangannya mengalami dialogisasi dengan sistem yang berlaku di
masyarakat melalui pembentukan aturan yang dikemas dalam ujaran dan
ajaran Islam, yang terangkum di dalam firman Allah swt pada surat al-
Bagarah ayat 180, an-Nisa  ayat 7, 11 dan 12, walaupun perubahan yang
terjadi tidak mencakup pada keseluruhan aspek.? Selanjutnya ayat-ayat ini
menjadi asas dan landasan dalam melaksanakan proses waris mewarisi,
sebagai ketetapan yang berfungsi terhadap model penerapan hukum waris
bagi umat'Islam. Ketentuan kewarisan dalam Islam yang diatur sedemikian
rupa dalam al-Qur’an merupakan ayat-ayat hukum yang kandungannya

mempertegas (ijbari) secara rinci porsi yang akan diterima oleh setiap ahli

2 Sistem kewarisan dalam hukum Islam sebenarnya terbentuk karena struktur budaya Arab
yang bersendikan pada sistem kekerabatan yang bercorak patrilineal. Hal ini dibuktikan pada ayat-
ayat kewarisan memberikan stressing yang sangat dominan terhadap kaum pria dari garis
keturunannya. Hal ini dapat dilihat, pertama, dalam surat an-Nisa’ ayat 7 mengawali kalam-Nya
dengan kalimat li ar-rijali nashibun, kedua, pada surat an-Nisa’ ayat 11 Allah memberikan porsi
yang lebih besar dari perempuan dengan kalimat li adz-dzakari mitslu hazhzhi al-untsayaini. Lihat,
Ahmad Rajafi, Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015),
him. 200-204.



waris, pembicaraan ini khususnya menyangkut tentang ayat 11 dan 12 dalam

surat an-Nisa .

Salah satu yang menjadi perbincangan serius dalam kajian
problematika hukum waris Islam terkini adalah menyangkut pembagian
waris antara anak laki-laki dan perempuan. Dalam surat an-Nisa’ ayat 11
dengan jelas menyatakan bahwa hak bagian dari seorang anak laki-laki
berjumlah dua bagian dari anak perempuan atau dalam istilah lain disebut
dengan pembagian 2:1. Ketentuan tersebut kemudian dipertentangkan
dengan munculnya berbagai fakta yang menunjukkan bahwa masyarakat
Indonesia justru secara langsung maupun tidak langsung meninggalkan
sistem yang telah ditetapkan oleh hukum kewarisan Islam. Hal ini
dibuktikan dengan pengalaman yang dialami oleh Munawir Sjadzali selama
memimpin Departemen Agama Rl (PELITA V-V, 1983-1993) yang
mendapatkan laporan bahwa di daerah-daerah yang terkenal Islamnya kuat
seperti Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan, ternyata justru banyak
yang ‘meninggalkan ketetapan dalam'sistem pembagian waris Islam. Para
Hakim- Pengadilan "Agama sering kali “menyaksikan,” apabila seorang
keluarga muslim meninggal, dan atas permintaan ahli-warisnya Pengadilan
Agama memberikan fatwa waris sesuai dengan hukum waris Islam, maka
kerap kali yang terjadi adalah para ahli waris tidak melaksanakannya dan
pergi ke Pengadilan Negeri. Satu hal yang beliau catat bahwa yang enggan

melaksanakan keputusan Pengadilan Agama mengenai ketetapan ahli waris



justru tidak hanya orang-orang awam saja, melainkan juga tokoh-tokoh

organisasi Islam yang cukup menguasai ilmu-ilmu keislaman.®

Kegelisahan yang dirasakan oleh Munawir Sjadzali tidak hanya
ketika dihadapkan dengan kondisi sosial semacam itu, namun juga dialami
oleh keluarganya. Beliau beranggapan bahwa ketentuan fikih waris tidak
mencerminkan semangat keadilan bagi masyarakat khususnya di Indonesia.
la mencontohkan kasus pribadi yang dialaminya dengan anak-anaknya,
seraya menuturkan:

“Tidak lama setelah saya menjadi menteri agama, saya meminta
nasihat dari seorang ulama terkemuka mengenai masalah pribadi.
Kepada beliau saya kemukakan bahwa saya dikaruniai oleh Allah
dengan enam anak: tiga laki-laki dan tiga perempuan. Tiga anak
laki-laki saya semuanya selesai pendidikan universitas luar negeri,
yang sepenuhnya atas biaya pribadi, sedangkan dua dari tiga anak
perempuan saya, atas kemauan mereka sendiri, tidak meneruskan ke
perguruan tinggi, dan hanya belajar di sekolah-sekolah kejuruan,
dengan biaya yang terang jauh lebih kecil dari tiga saudara laki-
laki mereka. Pokok persoalannya, saya kok merasa tidak sreg atau
pas kalau saya meninggal nanti tiga anak laki-laki saya yang sudah
saya ongkosi mahal itu masih akan menerima dua kali lipat lebih
besar dari apa yang akan diterima oleh anak-anak perempuan saya.
Saya-mohon-nasihat bagaimana jalan-keluarnya”*

Penuturan  Munawir di ‘atas menegaskan bahwa pembagian waris akan
dinilai adil, bilamana anak perempuan memperoleh bagian sama dengan

yang diperoleh anak laki-laki. Singkatnya, Munawir menegaskan keadilan

3 Igbal Abdurrauf Saimami (ed.), Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam (Jakarta: Panjimas,
1988), him. 2-3; Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),
him. 265.

4 1gbal Abdurrauf Saimami (ed.), Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, him. 3-4.



akan tercapai bilamana masing-masing mendapatkan pembagian hak yang

sama atau setara.’

Satu hal yang penulis cermati ialah, munculnya dialektika
berdasarkan pola pembagian 2:1 dalam hukum waris Islam dengan
pemikiran Munawir Sjadzali melalui pembagian 1:1, yang memberikan
gambaran berupa pembentukan hukum waris yang bermula dianggap benar
pada masanya (dalam hal ini waris Islam) kemudian menjadi “tertolak” pada
masa selanjutnya dengan lahirnya pola pembagian waris 1:1. Hubungan
yang kontraproduktif semacam ini, ke depannya tidak akan mendapatkan
jalan terang atau titik temu yang berakhir pada solusi yang responsif. Bila
konsepsi kewarisan baik yang bersumber dalam hukum Islam secara
tekstual maupun yang didasarkan pada pemikiran Munawir Sjadzali hanya
mengacu pada sistem hukum (antar Hukum Islam dengan Hukum Adat)
maupun pola pembagian, dari sinilah penulis melihat harta yang dibagi
justru menjadi konflik teori, sebab pemikiran tentang kewarisan berkutat
pada ‘Kuantiti/kuantitashya saja, namun tidak pernah" menyentuh pada segi
substansi. Bila yang hanya dicermati hal-demikian, sampai kapan pun kedua
teori ini tidak akan berjalin berkelindan. Sehingga menurut penulis bila
tolak ukurnya hanya menekankan pada pola pembagian, maka perlu

dievaluasi dan dipertimbangkan kembali menyangkut model kewarisan,

5 Sofyan A. P. Kau, Tafsir Hukum; Tema-Tema Kontroversial (Yogyakarta: Mitra Pustaka,
2013), him. 32-33.



sejauh konsepsi yang dibangun mengenai penerapannya memberikan efek

positif kepada keluarga ahli waris, bukan sebaliknya.

Anggap saja bila harta yang diwarisi berjumlah 10 juta dibagi, maka
harta yang dibagi tersebut akan habis, tidak tersisa sama sekali karena
dibagi. Apalagi ketika yang diberi khususnya anak-anak yang berkedudukan
sebagai ahli waris terindikasi sebagai anak-anak yang tidak mampu, tidak
memiliki penghasilan atau pekerjaan. Akhirnya karena harta yang diwarisi
itu dibagi, maka tidak ada efek sama sekali bagi penerima, sebab habis
dibagi atau punah tidak berbekas sama sekali. Menimbulkan masalah baru,
bila pembagiannya tidak merata atau dirasa tidak adil bagi tiap pihak
penerima, akhirnya memunculkan polemik di antara keluarga, bisa
dibayangkan bagaimana bila harta waris justru melahirkan dampak negatif

bagi keluarga yang ditinggalkan.

Bila sistem kewarisan yang dianggap positif adalah yang melahirkan
kemaslahatan dan kemanfaatan bagi penerimanya. Lalu sistem hukum yang
bagaimana. yang menganjurkan’ dan melahirkan kemaslahatan dan
kemanfaatan bagi umatnya? Untuk itu, bila hukum Islam adalah hukum
yang bersifat islami atau yang digali dari nilai-nilai Islam. Lalu di manakah
letak nilai-nilai Islam tersebut? Jawabannya adalah pada sumber utama yang

datang kepada umat Islam melalui jalan risalah Muhammad saw, yakni



wahyu yang suci yang datangnya dari Allah swt baik direct ataupun melalui
washilah (perantara) malaikat Jibril as.®

Pada dasarnya, jika melihat sejarah di mana Islam pada awal
kelahirannya adalah ajaran yang gharib (aneh) bagi kaum musyrikin Mekah,
tetapi tidak bagi para penganut agama samawi (Yahudi dan Nasrani). Maka
semestinya Islam yang di bawa oleh Rasulullah Muhammad saw merupakan
petunjuk yang langsung diberikan oleh Tuhan semesta alam, melalui
washilah (perantara) malaikat Jibril as. Istilah petunjuk yang diterima oleh
sang Nabi tersebut kemudian lebih dikenal di dalam masyarakat dengan
sebutan “wahyu”. Dalam perjalannya, proses penyampaian wahyu oleh
Nabi Muhammad saw berlangsung selama £23 tahun dan terbagi pada dua
fase, yakni fase Mekah atau biasa disebut dengan ayat-ayat Makiyyah dan
fase pasca hijrah yakni di Madinah, yang kemudian dikategorikan sebagai
ayat-ayat Madaniyyah.” Fase pertama dijelaskan oleh Quraish Shihab

berjalan sekitar 4-5 tahun dalam mengajarkan Tauhid dan 8-9 tahun dalam

6 Lihat Ahmad Rajafi, Inkulturasi Asy-Syari’ah dan Budaya Lokal Dalam Pembaharuan
Hukum Keluarga Islam di Indonesia, makalah dipresentasikan dalam AICIS di Balikpapan pada
tanggal 21-24 Oktober 2014, him. 2-4.

7 Sebagai bahan telaah historis, pada dasarnya terjadi beragam pengelompokan tentang
ayat-ayat Makkiyyah dan Madaniyyah, paling tidak riwayat yang paling populer adalah yang
bersumber dari Ibnu Abbas, manuskrip Umar ibn Muhammad ibn Abd al-Kafi dari abad ke-15, dan
riwayat Ikrimah dan Husain ibn Abi al-Hasan. Perbedaan mendasarnya adalah karena kurangnya
beberapa surat di dalam riwayat tersebut dan perbedaan dalam penghitungan jumlahnya. Lihat
Taufik Adnan Amal, Rekonstruksi Sejarah al-Quran (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2013) him. 93-108.



menanggapi perlawanan kafir Mekah, baru sisanya yakni fase kedua ia
habiskan di Madinah dan menciptakan peradaban baru.®

Turunnya wahyu selama 23 tahun tersebut, termasuk pada ayat-ayat
hukum, berlangsung secara berangsur-angsur, baik karena adanya masalah
di dalam masyarakat yang harus diselesaikan oleh Nabi Muhammad saw
ataupun tidak. Semua yang menjelaskan tentang adanya sebab turunnya
sebuah wahyu kemudian di dalam ilmu al-Qur’an dikenal dengan istilah
ilmu asbab al-nuzul. Dan jika ditelaah secara mendalam keseluruhan dari
firman Allah swt tersebut, maka akan ditemukan bahwa isinya betul-betul
hanya untuk menegaskan ajaran yang telah ada dan disampaikan oleh nabi-
nabi sebelumnya. Adapun Mekah adalah rumahnya para nabi selain
Yerussalem, dan sebagai salah satu rumah besar para nabi, tentunya semua
yang berjalan di dalamnya merupakan ajaran yang terus menerus ada
meskipun terjadi penyelewengan di sana-sini pasca penungguan yang lama
akan turunnya Nabi akhir zaman. Untuk itulah kemudian, Kketika
Muhammad saw datang dan mengajarkan Islam; beliau selain melakukan
perbaikan-perbaikan terhadap konstruk sosial dan ibadah yang ada, tapi juga

di satu/sisi tetap mempertahankan tradisi yang baik. °

8 Lihat Muhammad Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu
Dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1994) him. 35-39.

® Dalam surat al-Maidah ayat 48, Allah berfirman:_ ]
ol Uagga s QS (g gy (Ll e (3l QY o)) W 3l
Lihat, Ahmad Rajafi, Inkulturasi Asy-Syari’ah dan Budaya Lokal Dalam Pembaharuan Hukum
Keluarga Islam di Indonesia, him.5.



Kembali lagi pada permasalahan sebelumnya, bila sistem kewarisan
yang berdampak positif bagi ahli waris adalah yang mampu melahirkan
kemaslahatan dan kemanfaatan. Lalu sistem dan konsep kewarisan seperti

apa yang semestinya? Dalam al-Quran Allah swt. berfirman:
V5 ) shsialy il 1l agde |8 e 3y 50 gl (e 1S5 51 ol (i
10) 3300
Dan dalam hadis tentang sebab turunnya ayat di atas disebutkan:
dle Sasayalus e Bl oo Bl Jomn ) Sela JB 4l palis ol 0 22 ce
Lily il gasll o o a8l Jgmoy Lol 3 303 pa s Ga g lagll daa
ae A o bl Jsny JB N Al Gaaildl | Jdul V) Yy J 5
Clill) abi g dnle b loa i Jsan ) JU 5 (V) 1B § phailla sculid (V) salug
o 5p). (ol () 58S Ale aa 35 O (e i el Gl 5 5 G el | S Gl
H(plaa 5 o

Bila ditelaah secara mendalam, ayat dan hadis di atas menganjurkan kepada
kita untuk dapat membangun konstruk keluarga yang sejahtera, bukan
keluarga yang justru’kehilangan harta'sehingga mereka terpaksa meminta-

minta. Karenanya, konsepsi dalam /sistem: kewarisan yang terbentuk

10 gn-Nisa’ 4:9.

11 Bukhari, Shahih Bukhari, edisi Mohammad Ali Baydoun (Beirut: Dar Al-Kotob Al-
llmiyah, 2017 M/ 1438 H), IV: 178, hadis nomor 6373, “Kitab ad-Da’wat,” “Bab ad-Du’aa Biraf’i
al-Wabaa wa al-Waja’.” Muslim, Shahih Muslim, edisi Mohammad Ali Baydoun (Beirut: Dar Al-
Kotob Al-lImiyah, 2013 M/ 1434 H), I11: 81, hadis nomor 1628, “Kitab al-Washiyyah,” “Bab al-
Washiyyah Bitsuluts.” Hadis dari Musa bin Ismail dari Ibrahim bin Sa’ad dari Ibnu Syihab dari
‘Amir bin Sa’ad dari Ayahnya Sa’ad bin Abi Waqash, hadits ini termasuk hadits shohih
karena marfu’ kepada Nabi dan sanadnya tersambung (muttashil).
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setidaknya dapat menjadi penopang kesejahteraan ahli waris yang

ditinggalkan.

Baru-baru ini terdengar dalam kajian hukum keluarga Islam tentang
sebuah pembaharuan konsep terhadap sistem hukum waris Islam di
Indonesia yang berasal dari analisis teori inkulturasi wahyu dan budaya
lokal, yang disebut dengan kewarisan produktif. Teori ini mendasarkan pada
pembacaan wahyu yang diintegrasikan dengan budaya, yaitu antara prinsip
atau nilai-nilai keislaman dengan sistem kewarisan di Indonesia. Pembacaan
model semacam ini menggambarkan tentang bentuk pembagian kewarisan
yang bercirikan, pertama, harta tidak dibagi-bagikan di antara sekumpulan
ahli waris melainkan dimanfaatkan secara produktif terutama terhadap
mereka yang lebih membutuhkan sehingga harta tidak akan punah atau
habis karena dibagi, sebab harta justru diproduksi, yang kedua, konsepnya
sama dengan sistem di awal, hanya saja penerusan dan pengalihan atas harta
yang tidak dibagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua untuk diproduksi
bersama.'?" Konsep kewarisanproduktif ini “lahir ‘dari hasil olah baca
terhadap wahyu dan budaya melalui teori yang dicetus oleh Ahmad Rajafi
dalam disertasinya’ yang berjudul Inkulturasi Wahyu dan Budaya Lokal
Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, yang bagi beliau
merupakan konsep waris yang Islami. Namun perlu diingat, konsep ini tidak

dapat dikatakan sempurna bila belum diuji, sebab beliau masih mengacu

12 Ahmad Rajafi, Ijtihad Islam Nusantara: Pembaruan Hukum Keluarga Melalui Model
Inkulturasi Wahyu dan Budaya Lokal (Yogyakarta: Istana Publishing, 2016), him. 279.
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pada pembacaan terhadap wahyu yang diintegrasikan dengan sistem
budaya, belum melalui uji materi dari segi relevansi terhadap model

kewarisan di Indonesia.

Dari berbagai argumentasi inilah, inti dari masalah yang akan
diangkat dalam kajian ini bahwa ajaran suatu teks yang tertuang begitu saja,
dalam hal ini nash yang membicarakan tentang model kewarisan, dengan
kenyataan bahwa Indonesia memiliki ciri khas dalam sistem kewarisannya,
tidak dapat serta merta begitu saja diterima atau dibiarkan seakan-akan tidak
ada masalah. Sebab kelak akan terjadi crash antara teori dengan kenyataan
atau fakta di lapangan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pada
akhirnya penulis mencoba menghadirkan dengan mencari jawaban yang
lebih objektif dan dinamis untuk menelaah kembali pembacaan terhadap
ayat-ayat kewarisan dengan menggali sebuah konsep baru yang dicetuskan
oleh Ahmad Rajafi melalui waris produktifnya. Karena masalah dalam
metode penelitian adalah kesenjangan antara teori dan fakta. Sehingga perlu
dilakukan penelitian lebih lanjut menyangkut hubungan/relavansi antara
konsep kewarisan produktif dengan model kewarisan-di Indonesia. Bahwa
kewarisan produktif ini sekiranya relevan terhadap model kewarisan di
Indonesia ataukah tidak? Dari sinilah kemudian penulis tergugah untuk
menguatkan konsep ini dengan mengangkat judul “Kewarisan Produktif:

Konsepsi Model Kewarisan Islam Di Indonesia”.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat
dirumuskan pokok masalah yang akan diteliti dan dikaji dalam penelitian
ini, yaitu:
1. Bagaimanakah sistem kewarisan produktif?
2. Bagaimana relevansi dari kewarisan produktif terhadap model
kewarisan di Indonesia?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah:

1. Melakukan uji coba terhadap pembaharuan pemikiran sistem hukum
waris di Indonesia melalui telaah dan analisis terhadap konsep
kewarisan produktif;

2. Menguatkan dari segi relevansi konsep kewarisan produktif terhadap
model kewarisan di Indonesia.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Menjadi sebuah gagasan yang responsif terhadap perkembangan hukum
Islam di Indonesia, khususnya dalam menerapkan sistem hukum waris
yang adaptif/dan progresif bagi umat Islam;

2. Berdasarkan tujuan penelitian ini, setidaknya mampu memberikan
sumbangan besar dalam kajian pembaharuan hukum keluarga Islam

yang rahmatan lil ‘alamin bagi masyarakat Indonesia.
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D. Kajian Pustaka

Penulis mulai melakukan penelitian ini ketika membaca sebuah
disertasi yang ditulis oleh Ahmad Rajafi dengan judul Inkulturasi Wahyu
dan Budaya Lokal dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di
Indonesia.’® Dalam disertasi tersebut dimuat tentang model pembacaan
wahyu terutama ketika mengkaji hukum keluarga Islam di Indonesia. Salah
satu yang diulas adalah mengenai sistem kewarisan. Yang menarik dari
disertasi tersebut adalah ketika pembacaan antara wahyu dan budaya
melalui teori inkulturasinya mengupas tentang sistem kewarisan, muncul
tentang ide konsep kewarisan yang progresif yang dapat diimplementasikan
secara optimal berdasarkan sistem yang sinkron terhadap budaya, yang
diistilahkan dengan sistem kewarisan produktif. Sejauh ini, penelitian
tentang model kewarisan produktif terutama yang dikaji dalam teori
Inkulturasinya Ahmad Rajafi masih belum masuk ke dalam ranah
pembahasan relevansi terhadap sistem kewarisan di Indonesia. Sebab bila
ingin“dikatakan konsep ini teruji dalam penerapan sistem kewarisan di
Indonesia, maka dirasa perlu menganalisis lebih lanjut- mengenai konsepsi

kewarisan produktif bagi pembaharuan sistem hukum waris di Indonesia.

Kajian-kajian tentang ayat-ayat kewarisan telah banyak dikupas
melalui berbagai penelitian, baik dalam bentuk karya-karya ilmiah maupun

jurnal-jurnal yang membahas tentang sistem kewarisan. Baik dari segi

13 Ahmad Rajafi, Disertasi: Inkulturasi Wahyu dan Budaya Lokal Dalam Pembaharuan
Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan, 2015).
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pembacaan ushuliyyah maupun fighiyyah. Salah satu karya ilmiah yang
pernah mengkaji tentang sistem kewarisan adalah Reaktualisasi Ajaran
Islam yang ditulis oleh Munawir Sjadzali. Argumentasi yang pernah
dipaparkan Munawir Sjadzali adalah pada kasus sistem pembagian waris
yang sama antara laki-laki dan perempuan (1:1). Menurutnya, kedudukan
dan peranan wanita di dalam masyarakat telah berubah dan menjadi setara,
sehingga perlu diikuti dengan kesetaraan hak perempuan, termasuk dalam
hal warisan. Untuk itu, demi menghindari kemunafikan karena telah banyak
keluarga muslim yang mempraktekkan pembagian waris yang sama antara
laki-laki dan perempuan, maka diperlukan perubahan formal dalam hukum
waris menuju kesetaraan gender. Pola pikir yang dibangun oleh Munawir
Sjadzali adalah sebagai berikut:

“Dalam al-Qur’an terdapat paling sedikit empat ayat yang berisi
pemberian izin penggunaan budak-budak sahaya sebagai penyalur
alternatif bagi kebutuhan biologis kaum pria di samping istri.
Memang Nabi Muhammad saw dahulu selalu menghimbau para
pemilik budak untuk berlaku lebih manusiawi terhadap budak-budak
mereka atau membebaskan mereka sama sekali. Tetapi yang jelas,
sampai Nabi wafat dan wahyu terakhir sudah turun Islam belum
secaratuntasimenghapuskan perbudakan. Kita-sekarang hidup pada
akhir abad XX, di mana umat manusia sepakat untuk mengutuk
perbudakan, dalam segala manifestasinya, sebagai musuh
kemanusiaan. Apa kata dunia terhadap Islam kalau sekarang ini,
berdasarkan empat ayat tersebut sebagai nash syari’ak dan dalil
qat’i, kita masih akan mempertahankan status quo sikap Islam
terhadap perbudakan pada zaman Nabi itu. Lebih dari itu, kalau kita
mempertahankan keabsahan ayat-ayat tersebut, tetap berdiri pada
status quo Nabi dan tidak berani menyelesaikan proses yang telah
dirintis oleh Nabi itu, kita tidak dapat ikut berbicara tentang hak
asasi manusia, sebab hak asasi yang paling asasi adalah hak untuk
hidup sebagai manusia merdeka, sedangkan menurut dalil qat 7 itu
perbudakan masih dibenarkan oleh Islam. Sebagai pembelaan atas
kenyataan bahwa sampai Nabi wafat, Islam belum menghapus
perbudakan secara tuntas, di antara kita ada yang mengatakan
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bahwa hal itu disebabkan oleh karena Nabi masih khawatir
terhadap reaksi masyarakat pada waktu itu kalau dengan tegas
beliau mengikis perbudakan. Kalau pemikiran itu kita terima, maka
kita dapat bertanya, kalau dalam hal yang demikian mendasar
seperti perbudakan, Nabi masih memperhitungkan kemungkinan
reaksi masyarakat, apakah sebagai umat Muhammad kita
seharusnya belajar dari kebijakan panutan agung kita itu?”4

Dari sinilah kemudian Munawir Sjadzali menginginkan perubahan
sistem pembagian kewarisan dari pola 2:1 menjadi 1:1, sebagai sistem yang
aktual dalam mengedepankan keadilan dan persamaan hak. Akan tetapi,
semangat dan cita-cita tersebut justru bertolak belakang atau
kontraproduktif terhadap pihak-pihak yang masih berpegang pada
pembenaran sistem kewarisan Islam. Akhirnya timbul sikap dilematis dari

segi penerapan hukum waris di Indonesia.

Selain acuan pustaka di atas, dalam tesis yang ditulis oleh
Muhammad Adib dengan judul Fleksibilitas Hukum Waris Islam (Kajian
Ushul al-Figh)* menjelaskan bahwa kesenjangan teori antara otoritas Nash
dalam bentuk ideologi pemikiran fikih dengan gagasan pembaharuan
terhadap revitalisasi sistem kewarisan, mengakibatkan:

1. Hukum Isfam menjadi ajaran yang ‘asing”
2. Hukum Islam tampak kaku dantanpa kompromi sebab ajaran Islam

(langit) tidak membumi dalam wilayah aplikasi.

14 Lihat Munawir Sjadzali, “Reaktualisasi Ajaran Islam”, dalam Igbal Abdurrauf Saimami
(ed.), Polemik Reaktulisasi Ajaran Islam, (Jakarat: Panjimas, 1988).

15 Muhammad Adib, Fleksibelitas Hukum Waris Islam (Kajian Ushul al-Figh)
(Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2002).
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Berangkat dari problem di atas Muhammad Adib berusaha
mengungkap dari sisi latar belakang historis dan interaksi dialogis antara
hukum waris dengan realita sosial-budaya untuk mendapatkan makna hakiki
dari model kewarisan Islam. Sejauh penelitian ini dipublikasikan, letak
penekanannya (pressure point) terdapat pada pembaharuan dalam segi
pembacaan atau interpretasi terhadap ayat-ayat kewarisan. Belum diulas
lebih lanjut pada tataran kajian tentang pembentukan sistem kewarisan yang
dapat berinteraksi secara dialogis antara hukum waris Islam dengan realita

sosial-budaya di Indonesia.

. Kerangka Teoritik

Untuk menguji relevansi konsep kewarisan produktif setidaknya
berupaya agar model semacam ini dapat menjadi solusi yang terealisasi
dalam wilayah aplikatif. Maka dengan menguiji sisi relevansinya, itu berarti
menyangkut tentang pembahasan:

1. Sistem hukum, dalam hal ini berbicara tentang unsur-unsur (sub-
sistem) ‘terbentuknya ‘suatu hukum, ‘berupa interaksi yang integral
antara prinsip, nilai dan asas pembentukan hukum yang berkaitan satu
sama lain untuk mencapai suatu tujuan dari pembentukan hukum itu
sendiri. Atau dalam bahasa yang lebih mudah, sistem hukum
merupakan keseluruhan kaidah hukum yang diberlakukan ketika proses
pembentukan hukum, hal ini menyangkut interaksi antara nilai dan
norma. llustrasi tentang hal ini, mirip dengan program komputer, yang

dimuati kode untuk menangani jutaan problem yang dihadapi setiap
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hari. Jadi ketika mengkaji tentang sistem hukum, berarti struktur (kode
itu sendiri) dan substansi (fungsi dari pengodean) adalah input yang
menggerakkan proses hukum. Struktur sebuah sistem ibarat kerangka
badannya (frame) yang berjalan sesuai batasan. Yang terbayang dalam
benak penulis ketika berbicara tentang struktur dalam sistem beracara
di pengadilan, berarti membahas tentang yurisdiksi pengadilan,
susunan, kekuasaan dan tata cara beracara di pengadilan. Sementara
substansi tersusun atas ketentuan tentang bagaimana pemberlakuan dan
pelaksanaan terhadap suatu hukum (aturan hukum). Bila struktur dapat
diibaratkan sebagai aspek penopang, maka substansi adalah aspek
penunjang. Bila struktur ibarat kerangka motor, maka substansi ibarat
elemen lain yang dibutuhkan untuk menunjang agar motor itu dapat
bergerak dan berjalan.*®

2. Bila aspek sistem hukum berbicara mengenai legal formal dan sisi
normatif dari produk hukum yang hanya menggambarkan cetak biru
atau rancangan. hukum, maka untuk memberi nyawa terhadap sistem
hukum dalam realitanya di lapangan (aktualisasi),sudut pandang
implementasi sosiologis sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana
akurasi suatu produk hukum dapat diterapkan bagi pelaksana hukum,
dengan kata lain pembahasan ini merupakan lanjutan dari input menjadi

output. Suatu produk hukum dapat beroperasi secara aktual bila struktur

16 Lawrence M. Freidman, Sistem Hukum Perspektif llmu Sosial, terj. M. Khozim
(Bandung: Nusa Media, 2013), him. 12-16.
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dan substansinya berinteraksi melalui wajah kultur. Sebab nyawa dari
struktur dan substansi hukum terletak pada komponen-komponen riil
dari sebuah sistem hukum. Perlu diingat bahwa percampuran antara
sosiologi dan hukum sebagai ilmu, melahirkan bentuk baru berupa
kajian yang membahas tentang aspek hukum dalam prakteknya
berdasarkan budaya hukum di masyarakat. Sinergitas antara hukum dan
implementasi sosiologis tidak dapat terpisahkan. Dengan sudut
pandang ini, kajian filofis kini jauh lebih epistemis dengan melihat
batasan hukum dalam lingkup masyarakat. Sejauh ini, prinsip dalam
sistem kewarisan mengedepankan pada aspek kemaslahatan dan
kemanfaatan, maka dengan melihat praktek di masyarakat sistem
kewarisan yang aplikatif lebih condong untuk dapat diterapkan. Sebab
proses interaksi antara muatan nilai lokal dengan norma harus
bersinergi dengan baik. Pengetahuan terhadap potensi lokal dalam
membangun tatanan masyarakat sangatlah dibutuhkan bila ingin
melakukan pembaharuan. Budaya hukum (legal behavior) masyarakat
menjadi aspek penting dalam-mengkaji relevansi kewarisan produktif

dari sudut pandang implementasi sosiologis.*”

17 Nafas masyarakat ada pada struktur “asli” yang dapat dirujuk pada hampir setiap kegiatan
sosial, politik, ekonomi dan hukum berupa adat itu sendiri. Maka produk aturan yang berlaku
hendaknya berimplikasi pada era semangat membangkitkan hukum adat Nusantara. Sebab bila ingin
melawan arus globalisasi, sektor kehidupan masyarakat berupa struktur kearifan lokal dalam
pembentukan hukum lebih diperkuat sebagai aspek pendukung terciptanya keselarasan hukum
dalam prakteknya di masyarakat. Perlu diketahui bahwa kekuatan sosial dapat dipertimbangkan
sebagai alasan terbentuknya suatu hukum. Ade Saptomo, Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi
Hukum Adat Nusantara (Jakarta: PT Grasindo, 2010), him. 25-27 dan 44-45.



19

3. Selain membahas tentang kedua hal di atas, perlu diingat bahwa kajian
mengenai  sistem kewarisan tidak terlepas pada bagaimana
pendistribusian harta dapat diterima dengan baik antara pewaris kepada
ahli warisnya. Sebab akan menjadi bencana bila pendistribusian
kekayaan dalam keluarga tidak berjalan dengan baik, hal ini tentu
menekankan pada konsep penyaluran harta. Dalam sejarah turunnya
wahyu mengenai konsep kewarisan dalam hukum Islam ditekankan
bahwa konfrontasi dalam pendistribusian ketika harta pewaris
dibagikan (adanya ketidakadilan), menjadi aspek perkembangan
hukum di masyarakat. Jikalau konsep waris Islam merupakan
mekanisme distribusi kekayaan dan jaminan sosial riil dalam keluarga.
Maka penguatan ekonomi menjadi aspek penting dari tujuan
terciptanya kesejahteraan umat melalui konsep waris yang tepat.
Caranya adalah pola pendistribusian perlu dikaji ulang sejauh tujuan
dari terbentuknya produk perkembangan kewarisan Islam di Indonesia
dapat memenuhi kepentingan masyarakat dalam upayanya membangun
peradaban masyarakat yang tamaddun, terlebih bila hal-ini menyangkut
konsep kewarisan produktif yang relevan dalam membangun kekuatan
ekonomi keluarga.*®

Dari berbagai pendekatan di atas, konsepsi kewarisan produktif akan

melalui proses uji relevansi bagi perkembangan model kewarisan di

18 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format
Keadilan Ekonomi Di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), him. 117-119.
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Indonesia. Dalam rangka menguatkan kewarisan produktif sebagai model
kewarisan yang dapat diimplementasikan sebagai produk Islam di
Indonesia, proses relevansi yang akan dilalui mulai dari sistem hukum di
Indonesia, apakah antar kewarisan produktif dengan sistem hukum di
Indonesia dapat bersinergi. Dan akankah kewarisan produktif sebagai
sebuah konsep dapat diterima dan diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Di
sinilah kemudian akan di uji sejauh mana relevansi antar teori dengan
implementasi. Proses terakhir, akan menekankan pada kemanfaatan dan
kemaslahatan makro, dapatkah kemudian konsep ini relevan sebagai sebuah
produk yang mampu menguatkan ekonomi keluarga. Kajian tentang
penguatan konsepsi kewarisan produktif singkatnya dapat dilihat melalui
alur berpikir di bawah ini:

Penguatan Konsep Kewarisan Produktif

[ Sistem Hukum J
/{Relevansi

Penguatan Implementasi

Ekonomi Sosiologis
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F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jika dilihat dari jenis penelitian tesis ini adalah penelitian
kepustakaan (library research) vyaitu penelitian yang bersifat
pembahasan secara mendalam terhadap konsepsi kewarisan produktif
dan relevansinya pada penerapan hukum waris di Indonesia.
2. Sifat Penelitian
Sementara jika dilihat dari sifat penelitian yang diterapkan dalam
tesis ini bersifat eksplanatoris (explanatory research) yang merupakan
penelitian mendalam untuk menerangkan, memperkuat atau menguji dari
segi relevansi antara teori dengan implementasi, dalam hal ini
menyangkut penguatan konsep kewarisan produktif dari segi relevansi
terhadap model kewarisan di Indonesia
3. Pendekatan Penelitian
Jika dilihat dari sudut ilmu yang diteliti, maka tulisan ini
merupakan - penelitian  ‘multidisipliner ' yang. menitikberatkan pada
penggunaan atau perpaduan dari berbagai pendekatan ikmu pengetahuan
yang ada, seperti hukum dan islamic studies, melalui telaah normatif dan
filosifis. Fokusnya adalah, pada proses pembentukan konsep kewarisan
produktif sebagai sebuah produk yang lahir dari teori inkulturasi wahyu
dan budaya lokal dengan melakukan wuji relevansi dengan
menitikberatkan pada aspek pembentukan hukum, implementasi dan

konsep distribusi bagi penguatan ekonomi.
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4. Sumber Data
Sumber data itu bermacam-macam ragam, maka setidaknya data
yang akan dicari dan diperoleh untuk memperkuat kajian ini, yaitu:

a. Data primer, yaitu data yang diperolenh melalui sumber-sumber
utama yang berkaitan dan mendukung penguatan teori kewarisan
produktif dan juga mengenai pembacaan ayat-ayat waris dari sudut
pandang historis sosiologis, seperti al-Qur’an dan Hadits serta kitab-
kitab lainnya yang mendukung pembahasan tentang kewarisan
produktif.

b. Data sekunder, yaitu data berupa naskah-naskah akademis yang
orisinil, baik berupa karya-karya ilmiah ataupun dalam bentuk jurnal
dan artikel yang menerangkan variabel-variabel utama dalam
penelitian ini, seperti disertasi Ahmad Rajafi yang berjudul
Inkultrusi Wahyu dan Budaya Lokal Dalam Pembaharuan Hukum
Keluarga Islam di Indonesia dan penelitian-penelitian lainnya yang
mendukung-arah pembahasan tentang kewarisan produktif.

5.7 Analisis Data
Data yang telah /dipereleh ‘dan dikumpulkan dalam tesis ini
selanjutnya ditelaah melalui analisis kualitatif dengan mempelajari dan
menganalisis konsep kewarisan produktif, yang diraih dari buku-buku,
jurnal-jurnal ilmiah, majalah-majalah dan internet, kemudian dianalisa
gerak evolusinya yang dapat berimplikasi pada pembaharuan sistem

hukum waris di Indonesia, yang responsif terhadap problem masyarakat



23

Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah logika deduksi, yakni
sistem berpikir yang melahirkan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh

dari berbagai pengamatan.

G. Sistematika Pembahasan
Tesis ini terdiri dari lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain
dalam kajian isinya saling berkaitan, khususnya dalam menguji dari segi
relevansi konsepsi kewarisan produktif, adapun sistematika pembahasan
dalam penelitian ini ialah:
Bab satu adalah pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah
dan rumusan masalahnya. Selanjutnya melihat tujuan dan kegunaan
penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pikir, metode

penelitian, dan yang terakhir adalah mengenai sistematika penulisan.

Bab dua menggambarkan tentang model kewarisan di Indonesia. Di
mana pada bab ini akan dipaparkan dalam dua sub pembahasan, yaitu
pertama tentang Sistem Hukum Waris di Indonesia yang dibagi dalam tiga
tipologi hukum, 'yaitu HukumIslam, Hukum Adat dan Hukum Perdata
(BW). Kedua, pola distribusi harta waris di Indonesia yang terdiri dari tiga

kategori, yaitu mayorat, kolektif dan individual.

Bab tiga akan membahas tentang Mengkaji Ulang Sistem Kewarisan
Islam. Untuk mengupas secara komprehensif tema tersebut, maka akan

dibagi menjadi dua sub bab pembahasan yang akan menelaah Prinsip
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Kewarisan Dalam Islam, kemudian ditutup dengan Waris Dalam Teori

Inkulturari Wahyu dan Budaya Lokal.

Bab empat akan mengupas konsep kewarisan produktif dalam
konteks perkembangan hukum waris di Indonesia. Dengan memulai
pembahasan tentang Konsep Dasar Kewarisan Produktif. Kemudian
dijelaskan secara analitis relevansi konsep kewarisan produktif terhadap

sistem hukum waris di Indonesia.

Bab kelima, adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran
terhadap penelitian ini. Selanjutnya dikemukakan daftar pustaka dan juga

lampiran-lampiran jika diperlukan.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsep kewarisan produktif lahir berdasarkan pembacaan
inkulturasi wahyu dan budaya lokal. Pada dasarnya dari sisi substansi
kewarisan di dalam budaya lokal Indonesia hampir rata-rata berbentuk
kewarisan yang didominasi oleh sistem kolektif dan mayorat, di mana anak
tertua memegang penuh pengelolaan harta waris berupa sebidang tanah,
sawah atau kebun, yang keuntungannya dapat didistribusikan ke seluruh
kerabat dekat mereka baik dalam jangka waktu tertentu, atau dalam keadaan
tertentu. Konsepsi pengelolaan harta secara kolektif atau mayorat seperti
yang dilakukan oleh beberapa masyarakat adat di Indonesia inilah yang
disebut Waris Produktif, di mana harta tidak dibagi habis namun terus
bergerak dan menghasilkan lebih banyak keuntungan sehingga dapat
dinikmati oleh keluarga besar dari generasi ke generasi: Konsep kewarisan
produktif = seperti  ini dirasa lebih progresif dan: responsif karena
mengakomodir semua pendapat hukum, baik yang mengimani 2:1 maupun
1:1.

Hukum kewarisan Islam adalah produk komunikatif antara wahyu
dan budaya lokal Arab melalui model taghyir. Progres taghyir tidak boleh
berhenti di satu tahapan waktu dan tempat, akan tetapi ia harus terus hidup

dalam menghadirkan hukum yang salih li kulli zaman wa makan, yakni
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suatu hukum yang mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan
responsif bagi penggunanya.

Pada konteks memahami pola distribusi atau pembagian dalam
konsep kewarisan Islam, sebagaimana yang termaktub di dalam al-Qur'an
surat an-Nisa’ayat 11 misalnya, maka pembacaan ulangnya (reinterpretasi)
melalui bingkai ijtihad berdasarkan inkulturasi wahyu dan budaya lokal
adalah dengan model akomodatif (taghyir) dan melahirkan produk hukum
berupa kewarisan produktif, di mana kewarisan tidak dibagi habis namun
dikelola oleh seorang yang ditunjuk keluarga dan keberlangsungan
kemanfaatan harta waris tersebut akan terus mengalir dari generasi ke
generasi.

Adapun penyebutan angka-angka dalam al-Qur'an, menunjukkan
bahwa pembagian harta waris merupakan hal yang sangat sensitif dan
berkemungkinan menimbulkan pertikaian keluarga jika dianggap tidak
memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya al-Qur'an menghadirkan solusi
berupa angka-angka tersebut. Akan tetapi dalam konteks suasana normal,
maka basis utama pembagian harta waris adalah musyawarah yang hidup
dalam bentuk kearfian lokal, termasuk kewarisan produktif yang selama ini
hidup di dalam masyarakat Islam di Indonesia.

. Saran

Rasulullah saw. bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad,

Nasa’i dan Daru Quthni: “Pelajarilah al-Qur’an dan ajarkanlah kepada

orang-orang, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang-
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orang, karena aku adalah manusia yang akan direnggut (wafat),
sesungguhnya ilmu itu akan dicabut dan akan timbul fitnah hingga kelak ada
dua orang berselisih mengenai pembagian warisan, namun tidak ada orang
yang memutuskan perkara mereka”. Hal ini berarti hukum waris bakal
menjadi ilmu yang langka apabila tidak terus dipelajari dan dikaji sesuai urat
nadi zaman. Keistimewaan tentang ilmu kewarisan tersebut dapat dipastikan
bahwa ke depan bidang tersebut tetap menjadi primadona dalam kajian

akademis.

Sejarah mencatat tragedi pertumpahan darah di berbagai daerah
karena terjadi perebutan harta peninggalan menjadi ironi yang tak boleh
terulang. Alih-alih mendoakan si pewaris, para ahli waris justru terlibat
dalam sengketa yang berujung pada kerusuhan antar keluarga. Untuk itulah,
terdapat tanggung jawab besar bagi umat Islam ke depan dalam menghadapi
perkembangan zaman agar polemik bidang hukum kewarisan dapat

terselesaikan dan tidak menjadi momok yang menakutkan.

Dari sekelumit pembahasan yang telah penulis paparkan kiranya
konsepsi ini dapat membantu pada tahap awal dalam mencari jalan tengah
konsepsi yang responsif di tengah masyarakat Indonesia khususnya umat
Islam bagi penyelesaian distribusi harta waris. Walaupun ide tentang
kewarisan produktif merupakan wacana baru yang lahir di tengah-tengah
penggalian untuk mencari konsepsi waris yang solutif dan dapat diterima
oleh masyarakat, dengan didasarkan atas teori Inkulturasi Wahyu dan

Budaya Lokal oleh Ahmad Rajafi, paling tidak ide konsepsi tersebut
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menambah sumber rujukan penyelesaian perkara kewarisan. Penulis dalam
hal ini sebatas memberikan argumen dari segi relevansi melalui pendekatan
hukum/normatif, implementasi dan penguatan ekonomi yang menyangkut
kewarisan produktif, sehingga dari apa yang dipaparkan dalam tesis ini
sangat diharapkan kelak dapat dikembangkan melalui pendekatan-
pendekatan lainnya yang dapat menguatkan gambaran tentang kewarisan
produktif pada ranah antropologi dan sosiologis guna mengembangkan

khazanah pemikiran kewarisan Islam.
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